BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1254, 2015 KEMENAG. Jabatan  Struktural. Jabatan
Fungsional. Nilai. Kelas Jabatan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 51
TAHUN 2014 TENTANG NILAI DAN KELAS JABATAN STRUKTURAL

DAN JABATAN FUNGSIONAL PADA KEMENTERIAN AGAMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya penambahan dalam
penyusunan nilai dan kelas jabatan, perlu dilakukan
penyempurnaan Peraturan Menteri Agama Nomor 49
Tahun 2014 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Struktural
dan Jabatan Fungsional Pada Kementerian Agama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Agama tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014
tentang Nilai dan kelas Jabatan Struktural dan Jabatan
fungsional Pada Kementerian Agama;

—

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 6);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
tentangWewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pengawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5121);

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135
Tahunn 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);

S. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri
Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
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8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang
Pedoman Evaluasi Jabatan;

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian
Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 851);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 tentang
Nilai dan Kelas Jabatan Struktural dan Jabatan
Fungsional Pada Kementerian Agama (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1829)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Agama Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014
tentang Nilai dan Kelas Jabatan Struktural dan Jabatan
Fungsional Pada Kementerian Agama (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 239);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATASPERATURAN MENTERI AGAMANOMOR 51
TAHUN 2014 TENTANG NILAI DAN KELAS JABATAN
STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL PADA
KEMENTERIAN AGAMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun
2014 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional
Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1829) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama
Nomor 51 Tahun 2014 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Struktural dan
Jabatan Fungsional Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 239), diubah sebagai berikut:
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1. Ketentuan dalam Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Nilai Nilai

No Nama Jabatan Jabatan | Jabatan

(1) (2) (3) (4)
SEKRETARIS JENDERAL 4530 17

2 | Kepala Biro Perencanaan 3280 15

3 Kepala Bagian Pengembangan Sistem dan Data 2140 12
Perencanaan

4 | Kepala Subbagian Pengembangan Sistem dan 1430 9
Evaluasi Program

5 Kepala Subbagian Data Perencanaan, Kerjasama | 1430 9
Lintas Sektoral dan PHLN

6 | Kepala Subbagian Tata Usaha Biro 1430 9
Kepala Bagian Perancangan Anggaran I 2140 12
Kepala Subbagian Penyusunan Program dan 1595 9
Anggaran [.1

9 | Kepala Subbagian Penyusunan Program dan 1430 9
Anggaran [.2

10 | Kepala Subbagian Penyusunan Program dan| 1430 9
Anggaran 1.3

11 | Kepala Bagian Perancangan Anggaran II 2140 12

12 | Kepala Subbagian Penyusunan Program dan 1430 9
Anggaran II.1

13 | Kepala Subbagian Penyusunan Program dan 1430 9
Anggaran II.2

14 | Kepala Subbagian Penyusunan Program dan| 1430 9
Anggaran 1.3

15 | Kepala Bagian Perancangan Anggaran III 2140 12

16 | Kepala Subbagian Penyusunan Program dan 1430 9
Anggaran III.1

17 | Kepala Subbagian Penyusunan Program dan 1430 9
Anggaran II1.2
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18 | Kepala Subbagian Penyusunan Program dan 1430 9
Anggaran II1.3

19 | Kepala Biro Kepegawaian 3280 15

20 | Kepala Bagian Data dan Informasi Kepegawaian 2090 11

21 | Kepala Subbagian Pengelolaan Data Kepegawaian 1595

22 | Kepala Subbagian Sistem Informasi Kepegawaian 1430 9

23 | Kepala Subbagian Tata Naskah 1430

24 | Kepala Bagian Perencanaan dan Penghargaan 2140 12

25 | Kepala Subbagian Perencanaan Kepegawaian 1455

26 | Kepala Subbagian Penghargaan dan Kesejahteraan | 1430 9
Pegawai

27 | Kepala Subbagian Tata Usaha Biro 1430 9

28 | Kepala Bagian Mutasi 2140 12

29 | Kepala Subbagian Pengangkatan 1430 9

30 | Kepala Subbagian Pemindahan dan Kepangkatan 1430

31 | Kepala Subbagian Pemberhentian dan Pemensiunan 1430 9

32 | Kepala Bagian Asesmen dan Pengembangan Pegawai 2140 12

33 | Kepala Subbagian Asesmen Jabatan Struktural 1430 9

34 | Kepala Subbagian Asesmen Jabatan Fungsional 1430

35 | Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai 1430 9

36 | Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara 3090 14

37 | Kepala Bagian Perbendaharaan 2140 12

38 | Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran dan| 1430 9
Perbendaharaan

39 | Kepala Subbagian Verifikasi 1295

40 | Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan | 1430
Keuangan Setjen

41 | Kepala Bagian Pengelolaan PNBP dan BLU 2140 12

42 | Kepala Subbagian PNBP dan BLU Wilayah I 1430

43 | Kepala Subbagian PNBP dan BLU Wilayah II 1430

44 | Kepala Subbagian PNBP dan BLU Wilayah III 1430 9
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§)

45 | Kepala Bagian Pengelolaan BMN 2090 11

46 | Kepala Subbagian Pengelolaan BMN Wilayah I 1430

47 | Kepala Subbagian Pengelolaan BMN Wilayah II 1430 9

48 | Kepala Subbagian Tata Usaha Biro 1430

49 | Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 2140 12

50 Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan| 1430 9
Keuangan Wilayah I

51 Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan 1430 9
Keuangan Wilayah II

52 | Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan| 1430 9
Keuangan Wilayah III

53 | Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana 3280 15

54 | Kepala Bagian Organisasi 2140 12

55 | Kepala Subbagian Penataan Organisasi dan 1430 9
Analisis Jabatan I

56 | Kepala Subbagian Penataan Organisasi dan 1430 9
Analisis Jabatan II

57 | Kepala Subbagian Penataan Organisasi dan 1430 9
Analisis Jabatan III

58 | Kepala Bagian Tata Laksana 2140 12

59 | Kepala Subbagian Standar Pelayanan Minimum 1430

60 | Kepala Subbagian Sistem dan Prosedur Kerja 1430

61 | Kepala Subbagian Tata Usaha Biro 1430

62 | Kepala Bagian Penyusunan Naskah dan Pelaporan | 2140 12
Pelaksanaan Kebijakan

63 glerggii o Subbagian Penyiapan Naskah Rapat 1430 9

64 | Kepala Subbagian Monitoring Pelaksanaan Kebijakan 1430 9

65 | Kepala Subbagian Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan 1430

66 | Kepala Bagian Evaluasi Kinerja Organisasi 2140 12

67 | Kepala Subbagian Evaluasi Kinerja 430 9

68 ﬁ}:;il; | Subbagian Penyelesaian Hasil Pengawasan 1430 9
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69 | Kepala Subbagian Penyelesaian Hasil Pengawasan | 1430 9
Eksternal

70 | Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri 3280 15

71 | Kepala Bagian Perancangan Peraturan Perundang-| 2140 12
undangan

72 | Kepala Subbagian Perancangan Peraturan | 1430 9
Perundang-undangan I

73 g:flilli ang_il;lzll;igézg . Perancangan Peraturan 1430 9

74 Kepala Subbagian Administrasi dan Dokumentasi 1295 8
Peraturan Per-UU-an

75 | Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan 2090 11
Keputusan Menteri

76 | Kepala Subbagian Perancangan Peraturan Menteri 1430 9

77 | Kepala Subbagian Perancangan Keputusan Menteri 1430

78 | Kepala Subbagian Tata Usaha Biro 1430 9

79 | Kepala Bagian Penyuluhan dan Bantuan Hukum 1915 11

80 | Kepala Subbagian Penyuluhan Hukum 1430

81 | Kepala Subbagian Bantuan Hukum I 1430 9

82 | Kepala Subbagian Bantuan Hukum II 1430

83 | Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri 2140 12

84 | Kepala Subbagian Administrasi dan Fasilitasi 1430 9
Kerja Sama Luar Negeri

85 | Kepala Subbagian Dokumen Perjalanan Luar Negeri 1295 8

86 | Kepala Biro Umum 3090 14

87 | Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian 2070 11

88 | Kepala Subbagian Kearsipan dan Persuratan 1430 9

89 | Kepala Subbagian Protokol 1430

90 | Kepala Subbagian Tata Usaha Biro 1430 9

91 | Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan 2090 11

92 | Kepala Subbagian Tata Usaha Menteri 1430

93 | Kepala Subbagian Tata Usaha Wakil Menteri 1430 9

94 | Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal 1430
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95 | Kepala Subbagian Tata Usaha Staf Ahli Menteri 1430 9

96 | Kepala Bagian Perlengkapan 2045 11

97 | Kepala Subbagian Pengadaan 1430 9

98 | Kepala Subbagian Penyimpanan dan Distribusi 1430

929 Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan BMN 1430 9
Setjen

100 | Kepala Bagian Rumah Tangga 2090 11

101 Kepala Subbagian Urusan Dalam dan Pelayanan 1430 9
Kesehatan

102 g:rpl)g;i gkufgr?bagian Perjalanan Dinas dan 1295 3

103 | Kepala Subbagian Keamanan dan Ketertiban 1295 8

104 | Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama 3280 15

105 Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Kerukunan | 2140 12
Agama dan Lembaga Keagamaan

106 gifjézmaSubbidang Forum Kerukunan Umat 1430 9

107 | Kepala Subbidang Lembaga Keagamaan 1430 9

108 | Kepala Bidang Harmonisasi Umat Beragama 2140 12

109 | Kepala Subbidang Pengembangan Dialog dan 1430 9
Wawasan Multikultural

110 | Kepala Subbidang Penanganan Isu Kerukunan 1430 9

111 | Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Khonghucu 2090 11

112 | Kepala Subbidang Urusan Agama Khonghucu 1430

113 | Kepala Subbidang Pendidikan Khonghucu 1430 9

114 | Kepala Subbagian Tata Usaha 1430

115 | Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat 3280 15

116 | Kepala Bidang Data 1930 11

117 | Kepala Subbidang Data Keagamaan 1430

118 | Kepala Subbidang Data Pendidikan 1430 9

119 ﬁefz?i;aﬁk}:)idang Teknologi  Komunikasi dan 2140 12

120 | Kepala Subbidang Pengembangan  Teknologi | ! 430 9
Informasi dan Komunikasi
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121 | Kepala Subbidang Media Informasi Elektronik 1430 9
122 | Kepala Bidang Hubungan Masyarakat 2140 12
123 | Kepala Subbidang Hubungan Kelembagaan Negara 1430 9
124 | Kepala Subbidang Layanan Informasi Publik 1430
125 | Kepala Subbagian Tata Usaha 1430 9
126 | DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM 4425 17
127 | Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Islam 3280 15
128 | Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi 2140 12
129 | Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaran 1430 9
130 | Kepala Subbagian Sistem Informasi 1430
131 | Kepala Subbagian Pelaporan dan Evaluasi Program 1430
132 | Kepala Bagian Keuangan 2090 11
133 | Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran dan| 1430 9
Perbendaharaan
134 | Kepala Subbagian Verifikasi 1295 8
135 | Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan 1430 9
136 | Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan| 2090 11
Kepegawaian
137 | Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana 1430 9
138 | Kepala Subbagian Kepegawaian 1430
139 | Kepala  Subbagian Hukum dan  Peraturan| 1430 9
Perundang-undangan
140 | Kepala Bagian Umum 2090 11
141 | Kepala Subbagian Tata Usaha 1295
142 | Kepala Subbagian Rumah Tangga 1430
143 | Kepala Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik | 1430
Negara
144 | Direktur Pendidikan Madrasah 3280 15
145 | Kepala Subdirektorat Kurikulum dan Evaluasi 2140 12
146 | Kepala Seksi Kurikulum dan Evaluasi RA 1430
147 | Kepala Seksi Kurikulum dan Evaluasi MI 1430
148 | Kepala Seksi Kurikulum dan Evaluasi MTs 1430 9
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149 | Kepala Seksi Kurikulum dan Evaluasi MA/MAK 1430 9
150 Kepala Subdirektorat Pendidik dan Tenaga | 2140 12
Kependidikan
151 | Kepala Seksi Pendidik Madrasah 1430 9
152 | Kepala Seksi Kepala Madrasah 1430 9
153 | Kepala Seksi Pengawas Madrasah 1430 9
154 | Kepala Seksi Tenaga Kependidikan Madrasah 1430 9
155 | Kepala Subdirektorat Sarana dan Prasarana 2090 11
156 | Kepala Seksi Sarana dan Prasarana RA 1430 9
157 | Kepala Seksi Sarana dan Prasarana MI 1430 9
158 | Kepala Seksi Sarana dan Prasarana MTs 1430 9
159 | Kepala Seksi Sarana dan Prasarana MA/MAK 1430 9
160 | Kepala Subdirektorat Kelembagaan 2140 12
161 | Kepala Seksi Kelembagaan RA dan MI 1430 9
162 | Kepala Seksi Kelembagaan MTs 1430 9
163 | Kepala Seksi Kelembagaan MA/MAK 1430 9
164 | Kepala Seksi Kerja Sama Kelembagaan 1430 9
165 | Kepala Subdirektorat Kesiswaan 2090 11
166 | Kepala Seksi Kesiswaan RA dan MI 1430 9
167 | Kepala Seksi Kesiswaan MTs 1420 |
168 | Kepala Seksi Kesiswaan MA/MAK 167. Kepala ...
169 Kepala Seksi Beasiswa dan Bantuan Operasional 1430 9
Madrasah
170 | Kepala Subbagian Tata Usaha 1430 9
171 | Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren 3280 15
172 | Kepala Subdirektorat Pendidikan Madrasah Diniyah | 2090 11
Takmiliyah
173 | Kepala Seksi Kurikulum 1430 9
174 | Kepala Seksi Ketenagaan 1430 9
175 | Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Kelembagaan 1430 9
176 | Kepala Seksi Kesantrian 1430 9
177 | Kepala Subdirektorat Pendidikan Diniyah 2090 11
178 | Kepala Seksi Kurikulum 1430 9
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179 | Kepala Seksi Ketenagaan 1430 9
180 | Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Kelembagaan 1430
181 | Kepala Seksi Kesantrian 1430 9
182 | Kepala Subdirektorat Pendidikan Kesetaraan 2140 12
183 | Kepala Seksi Kurikulum 1430
184 | Kepala Seksi Ketenagaan dan Kesantrian 1430 9
185 | Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Kelembagaan 1430
186 | Kepala Subdirektorat Pendidikan Pesantren 2140 12
187 | Kepala Seksi Kurikulum 1430 9
188 | Kepala Seksi Ketenagaan 1430 9
189 | Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Kelembagaan 1430 9
190 | Kepala Seksi Kesantrian 1430 9
191 | Kepala Subdirektorat Pendidikan al-Quran 2090 11
192 | Kepala Seksi Kurikulum 1430 9
193 | Kepala Seksi Ketenagaan dan Kesantrian 1430 9
194 | Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Kelembagaan 1430 9
195 | Kepala Subbagian Tata Usaha 1470 9
196 | Direktur Pendidikan Agama Islam 3280 15
197 | Kepala Subdirektorat PAI pada PAUD dan TK 2090 11
198 | Kepala Seksi Kurikulum dan Evaluasi PAUD dan TK 1430 9
199 | Kepala Seksi Ketenagaan PAUD dan TK 1430
200 | Kepala Seksi Pembinaan Keagamaan Siswa PAUD | 1430 9
dan TK
201 | Kepala Subdirektorat PAI pada SD 2140 12
202 | Kepala Seksi Kurikulum dan Evaluasi PAI pada SD 1430
203 | Kepala Seksi Ketenagaan PAI pada SD 1430 9
204 IS{Epala Seksi Pembinaan Keagamaan Siswa PAI pada 1430 9
205 | Kepala Subdirektorat PAI pada SMP 2140 12
206 | Kepala Seksi Kurikulum dan Evaluasi PAI pada SMP 1430
207 | Kepala Seksi Ketenagaan PAI pada SMP 1430 9
208 | Kepala Seksi Pembinaan Keagamaan Siswa PAI pada | 1430
SMP
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209 | Kepala Subdirektorat PAI pada SMA 2140 12
210 | Kepala Seksi Kurikulum dan Evaluasi PAI pada SMA 1430
211 | Kepala Seksi Ketenagaan PAI pada SMA 1430 9
212 Kepala Seksi Pembinaan Keagamaan Siswa PAI pada 1430
SMA
213 | Kepala Subdirektorat PAI pada SMK 2140 12
214 | Kepala Seksi Kurikulum dan Evaluasi PAI pada SMK 1430 9
215 | Kepala Seksi Ketenagaan PAI pada SMK 1430
216 Kepala Seksi Pembinaan Keagamaan Siswa PAI pada 1430 9
SMK
217 | Kepala Subbagian Tata Usaha 1430 9
218 | Direktur Pendidikan Tinggi Islam 3280 15
219 | Kepala Subdirektorat Pengembangan Akademik 2140 12
220 | Kepala Seksi Pembinaan Program Studi 1430
221 | Kepala Seksi Mutu Akademik 1430
222 | Kepala Seksi Evaluasi Akademik 1430 9
223 | Kepala Subdirektorat Ketenagaan 2140 12
224 | Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Ketenagaan 1430
225 | Kepala Seksi Pengembangan Profesi 1430
226 | Kepala Seksi Pembinaan PAI pada PTU 1430
227 | Kepala Subdirektorat Sarana Prasarana dan| 2090 11
Kemahasiswaan
228 | Kepala Seksi Sarana Prasarana PTAIN 1430 9
229 | Kepala Seksi Sarana Prasarana PTAIS 1430
230 | Kepala Seksi Kemahasiswaan 1430 9
231 | Kepala Subdirektorat Kelembagaan 2140 12
232 | Kepala Seksi Kerjasama 1430
233 | Kepala Seksi Penjaminan Mutu Kelembagaan 1430
234 | Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan 1430 9
235 | Kepala Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian | 2090 11
pada Masyarakat
236 | Kepala Seksi Penelitian 1430
237 | Kepala Seksi Publikasi [Imiah 1430 9
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238 | Kepala Seksi Pengabdian pada Masyarakat 1430 9

239 | Kepala Subbagian Tata Usaha 1430

240 | DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI| 4425 17
DAN UMRAH

241 | Sekretaris Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji 3580 15
dan Umrah

242 | Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan 2140 12

243 | Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

1430 9

Program

244 | Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran dan 1430 9
Perbendaharaan

245 Kepala Subbagian Verifikasi, Akuntansi dan| 1430 9
Pelaporan Keuangan

246 | Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan 2090 11
Kepegawaian

247 | Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana 1430

248 | Kepala Subbagian Kepegawaian 1430 9

249 | Kepala Subbagian Hukum  dan Peraturan | 1430
Perundang-undangan

250 | Kepala Bagian Sistem Informasi Haji Terpadu 2115 12
251 | Kepala Subbagian Pengelolaan Sistem Jaringan 1430 9
252 | Kepala Subbagian Pengembangan Database Haji 1430
253 | Kepala Subbagian Informasi Haji 1430 9
254 | Kepala Bagian Umum 2090 11
255 | Kepala Subbagian Tata Usaha 1295 8
256 | Kepala Subbagian Rumah Tangga 1430
257 | Kepala Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik | 1430 9
Negara
258 | Direktur Pembinaan Haji dan Umrah 3425 15
259 | Kepala Subdirektorat Bimbingan Jemaah Haji 2090 11
260 | Kepala Seksi Pengembangan Materi Bimbingan 1430 9
261 | Kepala Seksi Operasional Bimbingan 1430
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262 | Kepala Seksi Pembinaan Kelompok Bimbingan 1430 9

263 | Kepala Subdirektorat Pembinaan Petugas Haji 2090 11

264 | Kepala Seksi Rekrutmen Petugas 1430 9

265 | Kepala Seksi Pelatihan Petugas 1430

266 | Kepala Seksi Penilaian Kinerja Petugas 1430 9

267 | Kepala Subdirektorat Pembinaan Haji Khusus 2140 12

268 | Kepala Seksi Perizinan Penyelenggaraan Ibadah Haji| 1430 9
Khusus

269 | Kepala Seksi Akreditasi Penyelenggaraan Ibadah Haji| 1430 9
Khusus

270 Kepala Seksi Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah | 1430 9
Haji Khusus

271 | Kepala Subdirektorat Pembinaan Umrah 2140 12

272 | Kepala Seksi Perizinan Penyelenggara Perjalanan | 1430 9
Ibadah Umrah

273 | Kepala Seksi Akreditasi Penyelenggara Perjalanan 1430 9
Ibadah Umrah

274 Kepala Seksi Pengawasan Penyelenggara Perjalanan | 1430 9
Ibadah Umrah

275 | Kepala Subbagian Tata Usaha 1430 9

276 | Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri 3375 15

277 | Kepala Subdirektorat Pendaftaran Haji 2090 11

278 | Kepala Seksi Pendaftaran Haji Reguler 1430 9

279 | Kepala Seksi Pendaftaran Haji Khusus 1430

280 | Kepala Seksi Pembatalan Pendaftaran Haji 1430 9

081 Kep'ala Subdirektorat Dokumen dan Perlengkapan 2090 11
Haji

282 | Kepala Seksi Dokumen Haji 1430 9

283 | Kepala Seksi Pemvisaan Haji 1430

284 | Kepala Seksi Perlengkapan Haji 1430 9

285 | Kepala Subdirektorat Asrama Haji 2090 11

286 | Kepala Seksi Penyiapan Asrama Haji 1430 9

287 | Kepala Seksi Pelayanan Asrama Haji 1430
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288 | Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Asrama Haji 1430 9

289 | Kepala Subdirektorat Transportasi dan Perlindungan | 21 15 12
Jemaah Haji

290 | Kepala Seksi Penyiapan Transportasi Udara 1430

291 | Kepala Seksi Pelayanan Transportasi Udara 1430

292 | Kepala  Seksi Kerja Sama Kesehatan dan 1430
Perlindungan Jemaah Haji

293 | Kepala Subbagian Tata Usaha 1430 9

294 | Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri 3375 15

295 | Kepala Subdirektorat Akomodasi Haji 2115 12

296 | Kepala Seksi Penyiapan Akomodasi 1430 9

297 | Kepala Seksi Pelayanan Akomodasi 1430

298 | Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Akomodasi 1430 9

299 | Kepala Subdirektorat Katering Haji 2115 12

300 | Kepala Seksi Penyiapan Katering 1430

301 | Kepala Seksi Pelayanan Katering 1430

302 | Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Katering 1430

303 | Kepala Subdirektorat Transportasi Haji 2115 12

304 | Kepala Seksi Penyiapan Transportasi 1430 9

305 | Kepala Seksi Pelayanan Transportasi dan 1430 9
Kesehatan Haji

306 | Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Transportasi| 1430 9
dan Kesehatan Haji

307 Kepala Subdirektorat Fasilitasi Komisi Pengawas Haji | 2090 11
Indonesia

308 | Kepala Seksi Fasilitasi Administrasi 1430 9

309 | Kepala Seksi Pengaduan Masyarakat, Informasi, dan | 1430 9
Komunikasi

310 | Kepala Seksi Analisis dan Pelaporan 1430 9

311 | Kepala Subbagian Tata Usaha 1430 9

312 | Direktur Pengelolaan Dana Haji 3375 15

Kepala Subdirektorat Biaya Penyelenggara Ibadah

313 Haji 2115 12
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314 Kep'ala Seksi Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah 1430 9
Haji

315 | Kepala Seksi Pengendalian Bank Penerimaan Setoran 1430 9
BPIH

316 | Kepala Seksi Akuntansi dan Pelaporan Setoran Awal 1430 9

317 Kepala  Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran | 2090 11
Operasional Haji

318 | Kepala Seksi Perbendaharaan Operasional Haji 1430

319 | Kepala Seksi Verifikasi 1295

320 | Kepala Seksi Akuntansi dan Pelaporan Pelaksanaan 1430

321 | Kepala Subdirektorat Pengembangan dan| 2115 12
Pengelolaan Dana Haji

9

322 | Kepala Seksi Perbendaharaan Dana Haji 1430

323 | Kepala Seksi Pengembangan dan Portofolio Dana 1430 9
Haji

324 | Kepala Seksi Akuntansi dan Pelaporan 1430 9

325 | Kepala Subdirektorat Fasilitasi Badan Pengelola DAU 2090 11

326 | Kepala Seksi Program dan Portofolio 1430 9

327 Kepala Seksi Perbendaharaan, Akuntansi dan 1430
Pelaporan

328 | Kepala Seksi Administrasi dan Pelaporan 1430 9

329 | Kepala Subbagian Tata Usaha 1430

330 | DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT | 4150 17
ISLAM

331 | Sekretaris Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat 3580 15
Islam

332 | Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi 2115 12

333 | Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaran 1430 9

334 | Kepala Subbagian Sistem Informasi 1430

335 | Kepala Subbagian Pelaporan dan Evaluasi Program 1430 9

336 | Kepala Bagian Keuangan 2090 11

337 Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran dan 1430 9
Perbendaharaan
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338 | Kepala Subbagian Verifikasi 1430 9
339 EzﬁzljganSubbagian Akuntansi dan Pelaporan 1430 9
340 | Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan| 2090 11
Kepegawaian
341 | Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana 1430 9
342 | Kepala Subbagian Kepegawaian 1430
343 | Kepala  Subbagian Hukum  dan Peraturan | 1430 9
Perundang-undangan
344 | Kepala Bagian Umum 2090 11
345 | Kepala Subbagian Tata Usaha 1295 8
346 | Kepala Subbagian Rumah Tangga 1430
347 Kepala Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik | 1430 9
Negara
348 ]é);’;ilf;ﬁr Urusan Agama Islam dan Pembinaan 3375 15
349 | Kepala Subdirektorat Kepenghuluan 2090 11
350 | Kepala Seksi Pembinaan Penghulu 1430
351 | Kepala Seksi Penilaian Kinerja Penghulu 1430 9
352 | Kepala Seksi Pembinaan Administrasi Kepenghuluan 1430
353 | Kepala Subdirektorat Pemberdayaan KUA 2090 11
354 | Kepala Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia 1430 9
355 | Kepala Seksi Pembinaan Sarana dan Prasarana 1430
356 | Kepala Seksi Pembinaan Keluarga Sakinah 1430 9
357 | Kepala Subdirektorat Kemasjidan 2090 11
358 | Kepala Seksi Pembinaan Manajemen Masjid 1430 ?
359 | Kepala Seksi Pembinaan Kemakmuran dan| 1430 9
Standardisasi Masjid
360 | Kepala Seksi Pemberdayaan Masjid 1430 9
361 | Kepala Subdirektorat Produk Halal 2115 12
362 | Kepala Seksi Registrasi dan Sertifikasi 1430
363 | Kepala Seksi Penyuluhan Produk Halal dan| 1430 9
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Pengawasan

364 | Kepala Seksi Pembinaan Auditor dan Laboratorium 1430 9

365 | Kepala Subdirektorat Pembinaan Syariah dan Hisab | 2115 12
Rukyat

366 Kepgla Seksi Penyuluhan dan Pengembangan 1430 9
Syariah

367 | Kepala Seksi Pembinaan Faham Keagamaan 1430 9

368 | Kepala Seksi Hisab Rukyat 1430

369 | Kepala Subbagian Tata Usaha 1430 9

370 | Direktur Penerangan Agama Islam 3375 15

371 Kepala Subdirektorat Bimbingan dan Penyuluhan | 2090 11
Agama Islam

372 | Kepala Seksi Pembinaan Ketenagaan Lembaga 1430 9
Dakwah dan Majelis Taklim

373 | Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Dakwah dan 1430 9
Majelis Taklim

374 | Kepala Seksi Pengembangan Materi dan Metode | 1430 9
Penyuluhan

375 | Kepala Subdirektorat Kemitraan Umat Islam 2090 11

376 | Kepala Seksi Inventarisasi dan Pendataan 1430 9

377 Kepqla Seksi Pembinaan dan Pengembangan 1430 9
Kemitraan

378 | Kepala Seksi Pengendalian Masalah Umat 1430 9

379 | Kepala Subdirektorat Pengembangan Musabaqoh 2115 12
alQuran dan alHadist

380 | Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan LPTQ 1430

381 | Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan | 1430 9
Musabaqgah alQuran dan alHadis

382 | Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Qari| 1430 9
dan Hafizh

383 | Kepala Subdirektorat Publikasi Dakwah dan HBI 2090 11

384 Kepala Seksi Naskah Rekaman dan Siaran 1430 9
Keagamaan

385 | Kepala Seksi Penerbitan Naskah Dakwah 1430 9
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386 | Kepala Seksi Hari Besar Islam 1430 9
387 Kepala Subdirektorat Pengembangan Seni Budaya 2090 11

Islam
388 | Kepala Seksi Pembinaan Seni Keagamaan 1430 9
389 | Kepala Seksi Pelestarian Budaya Keagamaan 1430 9
390 | Kepala Seksi Pustaka dan Museum Keagamaan 1430 9
391 | Kepala Subbagian Tata Usaha 1430 9
392 | Direktur Pemberdayaan Zakat 3230 15
393 | Kepala Subdirektorat Sistem Informasi Zakat 2090 11
394 | Kepala Seksi Pengelolaan Data Zakat 1430 9
395 | Kepala Seksi Pengembangan Sistem 1430
396 | Kepala Seksi Pengembangan Regulasi 1430 9
397 | Kepala Subdirektorat Penyuluhan Zakat 2090 11
398 | Kepala Seksi Pengembangan Materi Penyuluhan 1430
399 | Kepala Seksi Penyuluhan Mustahiq dan Muzakki 1430 9
400 | Kepala Seksi Publikasi dan Promosi Zakat 1430
401 | Kepala Subdirektorat Pemberdayaan Lembaga Zakat 2090 11
402 | Kepala Seksi Pemberdayaan Amil Zakat 1430 9
403 | Kepala Seksi Pengembangan Manajemen Lembaga | 1430 9

Zakat
404 geed}iia Seksi Pengembangan Kerjasama Lembaga 1430 9
405 | Kepala Subdirektorat Pengawasan Lembaga Zakat 2090 11
406 | Kepala Seksi Akreditasi Lembaga Zakat 1430
407 | Kepala Seksi Pelaporan Akuntabiltas Lembaga Zakat 1430 9
408 | Kepala Seksi Evaluasi Pendayagunaan Lembaga | 1430

Zakat
409 | Kepala Subbagian Tata Usaha 1430 9
410 | Direktur Pemberdayaan Wakaf 3230 15
411 | Kepala Subdirektorat Sistem Informasi Wakaf 2090 11
412 | Kepala Seksi Pengelolaan Data Wakaf 1430 9
413 | Kepala Seksi Pengembangan Sistem 1430
414 | Kepala Seksi Pengembangan Regulasi 1430 9
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415 Kepala Subdirektorat Penyuluhan dan Kerjasama 2090 11
Wakaf
}116 | Kepala Seksi Pengembangan Materi Penyuluhan 1430 9
417 | Kepala Seksi Publikasi dan Promosi Wakaf 1430
418 | Kepala Seksi Pengembangan Kerjasama Wakaf 1430 9
419 Kepala Subdirektorat Sertifikasi dan Mutasi Harta 2090 11
Benda Wakaf
420 | Kepala Seksi Fasilitasi Sertifikasi Harta Benda Wakaf 1430 9
421 | Kepala Seksi Mutasi Harta Benda Wakaf 1430
422 | Kepala Seksi Advokasi Harta Benda Wakaf 1430 9
423 | Kepala Subdirektorat Pembinaan Nadzir dan| 2090 11
Lembaga Wakaf
424 | Kepala Seksi Pembinaan Pejabat Pembuat Akta Ikrar
1430 9
Wakaf
425 | Kepala Seksi Pembinaan Nadzir 1430 9
426 | Kepala Seksi Pembinaan Lembaga Wakaf 1430
427 | Kepala Subbagian Tata Usaha 1430 9
428 | DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT | 4400 17
KRISTEN
429 | Sekretaris Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat | 3190 15
Kristen
430 | Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi 2115 12
431 | Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaran 1430 9
432 | Kepala Subbagian Sistem Informasi 1430
433 | Kepala Subbagian Pelaporan dan Evaluasi Program 1430 9
434 | Kepala Bagian Keuangan 2090 11
435 | Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran dan| 1430 9
Perbendaharaan
436 | Kepala Subbagian Verifikasi 1430 9
437 Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan 1430 9
Keuangan
438 | Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan| 2090 11
Kepegawaian
439 | Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana 1430 9
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440 | Kepala Subbagian Kepegawaian 1430 9
441 | Kepala  Subbagian Hukum  dan Peraturan | 1430
Perundang-undangan
442 | Kepala Bagian Umum 2090 11
443 | Kepala Subbagian Tata Usaha 1295
444 | Kepala Subbagian Rumah Tangga 1430
445 | Kepala Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik | 1430
Negara
446 | Direktur Urusan Agama Kristen 3190 15
447 | Kepala Subdirektorat Kelembagaan 2115 12
448 | Kepala Seksi Penguatan Lembaga 1430
449 | Kepala Seksi Bina Keesaan Gereja 1430 9
450 | Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga 1430
451 | Kepala Subdirektorat Penyuluhan 2090 11
452 | Kepala Seksi Pengembangan Program Penyuluhan 1430 9
453 | Kepala Seksi Pembinaan Penyuluh 1430
454 | Kepala Seksi Pembinaan Umat 1430 9
455 | Kepala Subdirektorat Budaya Keagamaan 2090 11
456 | Kepala Seksi Pengembangan Budaya Keagamaan 1430
457 | Kepala Seksi Pembinaan Pesparawi/LPPN 1430
458 | Kepala Subbagian Tata Usaha 1430 9
459 | Direktur Pendidikan Kristen 3375 15
460 | Kepala Subdirektorat Pendidikan Dasar 2115 12
461 | Kepala Seksi Kurikulum dan Evaluasi 1430 9
462 | Kepala Seksi Kelembagaan Pendidikan Dasar 1430
463 | Kepala Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan 1430 9
464 | Kepala Subdirektorat Pendidikan Menengah 2115 12
465 | Kepala Seksi Kurikulum dan Evaluasi 1430
466 | Kepala Seksi Kelembagaan Pendidikan Menengah 1430 9
467 | Kepala Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan 1430
468 | Kepala Subdirektorat Pendidikan Tinggi 2115 12
469 | Kepala Seksi Pengembangan Akademik dan| 1430 9
Akreditasi
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470 | Kepala Seksi Kelembagaan Pendidikan Tinggi 1430 9

471 | Kepala Seksi Ketenagaan dan Kemahasiswaan 1430

472 | Kepala Subbagian Tata Usaha 1430 9

473 | DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT | 4150 17
KATOLIK

474 | Sekretaris Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat| 3190 15
Katolik

475 | Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi 2115 12

476 | Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaran 1430

477 | Kepala Subbagian Sistem Informasi 1430

478 | Kepala Subbagian Pelaporan dan Evaluasi Program 1430

479 | Kepala Bagian Keuangan 2090 11

480 | Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran dan| 1430 9
Perbendaharaan

481 | Kepala Subbagian Verifikasi 1430 9

482 EzﬁzfganSubbagian Akuntansi dan Pelaporan 1430 9

483 | Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan| 2090 11
Kepegawaian

484 | Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana 1430

485 | Kepala Subbagian Kepegawaian 1430 9

486 | Kepala  Subbagian Hukum  dan Peraturan | 1430
Perundang-undangan

487 | Kepala Bagian Umum 2090 11

488 | Kepala Subbagian Tata Usaha 1295 8

489 | Kepala Subbagian Rumah Tangga 1430

490 | Kepala Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik | 1430
Negara

491 | Direktur Urusan Agama Katolik 3375 15

492 | Kepala Subdirektorat Kelembagaan 2115 12

493 | Kepala Seksi Penguatan Lembaga 1430

494 | Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga 1430 9

495 | Kepala Subdirektorat Penyuluhan 2090 11
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496 | Kepala Seksi Pengembangan Program Penyuluhan 1430 9

497 | Kepala Seksi Pembinaan Penyuluh 1430

498 | Kepala Subdirektorat Pemberdayan Umat 2090 11

499 | Kepala Seksi Pengembangan Program Pemberdayaan | 1430 9
Umat

500 | Kepala Seksi Pembinaan Umat 1430

501 | Kepala Subbagian Tata Usaha 1295

502 | Direktur Pendidikan Katolik 3375 15

503 | Kepala Subdirektorat Pendidikan Dasar 2115 12

504 | Kepala Seksi Kurikulum dan Evaluasi 1430

505 | Kepala Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan 1430 9

506 | Kepala Subdirektorat Pendidikan Menengah 2115 12

507 | Kepala Seksi Kurikulum dan Evaluasi 1430

508 | Kepala Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan 1430

509 | Kepala Subdirektorat Pendidikan Tinggi 2115 12

510 | Kepala Seksi Pengembangan Akademik dan| 1430 9
Akreditasi

511 | Kepala Seksi Ketenagaan dan Kemahasiswaan 1430

512 | Kepala Subbagian Tata Usaha 1295 8

513 | DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT | 4150 17
HINDU

514 | Sekretaris Direktur Jenderal Bimbingan Masyrakat| 3190 15
Hindu

515 | Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi 2115 12

516 | Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaran 1430

517 | Kepala Subbagian Sistem Informasi 1430

518 | Kepala Subbagian Pelaporan dan Evaluasi Program 1430 9

519 | Kepala Bagian Keuangan 2090 11

520 | Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran dan| 1430 9
Perbendaharaan

521 | Kepala Subbagian Verifikasi 1430 9
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500 EzﬁzfganSubbagian Akuntansi dan Pelaporan 1430 9
523 | Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan 2090 11
Kepegawaian
524 | Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana 1430
525 | Kepala Subbagian Kepegawaian 1430 9
526 geefli}; an;ﬁig:ﬁ?;; Hukum  dan Peraturan 1430 9
527 | Kepala Bagian Umum 2090 11
528 | Kepala Subbagian Tata Usaha 1295
529 | Kepala Subbagian Rumah Tangga 1430
530 | Kepala Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik | 1430
Negara
531 | Direktur Urusan Agama Hindu 3375 15
532 | Kepala Subdirektorat Kelembagaan 2115 12
533 | Kepala Seksi Penguatan Lembaga 1430
534 | Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga 1430 9
535 | Kepala Subdirektorat Penyuluhan 2090 11
536 | Kepala Seksi Pengembangan Program Penyuluhan 1430 9
537 | Kepala Seksi Pembinaan Penyuluh 1430
538 | Kepala Subdirektorat Pemberdayan Umat 2090 11
539 | Kepala Seksi Pengembangan Pemberdayaan Umat 1430 9
540 | Kepala Seksi Pembinaan Pemberdayaan Umat 1430
541 | Kepala Subbagian Tata Usaha 1295 8
542 | Direktur Pendidikan Hindu 3375 15
543 | Kepala Subdirektorat Pendidikan Dasar 2115 12
544 | Kepala Seksi Kurikulum dan Evaluasi 1430 9
545 | Kepala Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan 1430
546 | Kepala Subdirektorat Pendidikan Menengah 2115 12
547 | Kepala Seksi Kurikulum dan Evaluasi 1430 9
548 | Kepala Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan 1430 9
549 | Kepala Subdirektorat Pendidikan Tinggi 2115 12
550 | Kepala Seksi Pengembangan Akademik dan| 1430 9
Akreditasi
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551 | Kepala Seksi Ketenagaan dan Kemahasiswaan 1430 9

552 | Kepala Subbagian Tata Usaha 1470

553 | DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT | 4150 17
BUDDHA

554 | Sekretaris Direktur Jenderal Bimbingan Masyrakat| 3190 15
Buddha

555 | Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi 2115 12

556 | Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaran 1430 9

557 | Kepala Subbagian Sistem Informasi 1430

558 | Kepala Subbagian Pelaporan dan Evaluasi Program 1430

559 | Kepala Bagian Keuangan dan Umum 2090 11

560 | Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran dan| 1430 9
Perbendaharaan

561 Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan 1430 9
Keuangan

562 | Kepala Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga 1430 9

563 Kepala Baglan Organisasi, Tata Laksana, dan 2090 11
Kepegawaian

564 | Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana 1430

565 | Kepala Subbagian Kepegawaian 1430 9

566 | Kepala Subbagian Hukum  dan Peraturan | 1430
Perundang-undangan

567 | Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha 3375 15
568 | Kepala Subdirektorat Kelembagaan 2115 12
569 | Kepala Seksi Penguatan Lembaga 1430

570 | Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga 1430 9
571 | Kepala Subdirektorat Penyuluhan 2090 11
572 | Kepala Seksi Pengembangan Program Penyuluhan 1430 9
573 | Kepala Seksi Pembinaan Penyuluh 1430

574 | Kepala Subdirektorat Pendidikan Dasar dan| 2115 12

Menengah

575 | Kepala Seksi Kurikulum dan Evaluasi 1430 9
576 | Kepala Seksi Ketenagaan dan Kesiswan 1430 9
577 | Kepala Subdirektorat Pendidikan Tinggi 2115 12
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578 iﬁf:é?taSiSeksi Pengembangan Akademik dan 1430 9

579 | Kepala Seksi Ketenagaan dan Kemahasiswaan 1430

580 | Kepala Subbagian Tata Usaha 1295

581 | INSPEKTORAT JENDERAL 4425 17

582 | Sekretaris Inspektorat Jenderal 3375 15

583 | Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan 2115 12

584 | Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaran 1430 9

585 | Kepala Subbagian Keuangan 1430

536 g:ga;l?ranSubbagian Verifikasi, Evaluasi, dan 1430 9

587 | Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan| <2090 11
Kepegawaian

588 | Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana 1430 9

589 | Kepala Subbagian Kepegawaian 1430

590 geefli}; an;.ﬁig:ﬁ?;n Hukum dan Peraturan 1430 9

591 | Kepala Bagian Pengelolaan Hasil Pengawasan 2115 12

592 Kepala Subbagian Pengelolaan Hasil Pengawasan | 1430 9
Internal

593 | Kepala Subbagian Pengelolaan Hasil Pengawasan 1430 9
Eksternal dan Dumas

594 | Kepala Subbagian Sistem Informasi Pengawasan 1430 9

595 | Kepala Bagian Umum 2090 11

596 | Kepala Subbagian Tata Usaha 1295 8

597 | Kepala Subbagian Rumah Tangga 1430

598 | Kepala Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik | 1430 9
Negara

599 | Inspektur Wilayah I 3600 15

600 | Kepala Subbagian Tata Usaha Irwil I 1295 8

601 | Inspektur Wilayah II 3600 15

602 | Kepala Subbagian Tata Usaha Irwil I 1295 8

603 | Inspektur Wilayah III 3600 15

604 | Kepala Subbagian Tata Usaha Irwil III 1295 8
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605 | Inspektur Wilayah IV 3600 15
606 | Kepala Subbagian Tata Usaha Irwil IV 1295 8
607 | Inspektur Investigasi 3600 15
608 | Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektur Investigasi 1295 8
609 | KEPALA BADAN LITBANG DAN DIKLAT 4150 17
610 | Sekretaris Balitbang dan Diklat 3355 15
611 | Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi 2140 12
612 | Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaran 1430 9
613 | Kepala Subbagian Sistem Informasi 1430
614 | Kepala Subbagian Pelaporan dan Evaluasi Program 1430 9
615 | Kepala Bagian Keuangan 2090 11
616 geef]:elidaﬁzll?;ai;gian Pelaksanaan Anggaran dan 1430 9
617 | Kepala Subbagian Verifikasi 1295 8
618 EzﬁzljganSubbagian Akuntansi dan Pelaporan 1430 9
619 | Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan| <2090 11
Kepegawaian
620 | Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana 1430 9
621 | Kepala Subbagian Kepegawaian 1430
622 | Kepala Subbagian Hukum  dan Peraturan | 1430 9
Perundang-undangan
623 | Kepala Bagian Umum dan Perpustakaan 2090 11
624 | Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha 1430 9
625 | Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Barang Milik 1430
Negara
626 | Kepala Subbagian Perpustakaan 1430 9
627 | Kepala Pusat Litbang Kehidupan Keagamaan 3355 15
628 | Kepala Bidang Litbang Aliran dan Pelayanan| 2090 11
Keagamaan
629 gteef‘):éimaBidang Litbang Hubungan Antarumat 2090 11
630 | Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan | 2090 11
631 | Kepala Subbidang Perencanaan 1430 9
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632 | Kepala Subbidang Evaluasi dan Pelaporan 1430 9

633 | Kepala Pusat Litbang Pendidikan Agama dan 3355 15
Keagamaan

634 | Kepala Bidang Litbang Pengembangan Pendidikan 2090 11
Formal

635 Kepala Bidang Litbang Pendidikan Nonformal dan| 2090 11
Informal

636 | Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan | 2090 11

637 | Kepala Subbidang Perencanaan 1430

638 | Kepala Subbidang Evaluasi dan Pelaporan 1430 9

639 Kepala Pusat Litbang Lektur dan Khazanah 3355 15
Keagamaan

640 | Kepala Bidang Litbang Lektur Keagamaan 2090 11

641 | Kepala Bidang Litbang Khazanah Keagamaan 2090 11

642 | Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan | 2090 11

643 | Kepala Subbidang Perencanaan 1430 9

644 | Kepala Subbidang Evaluasi dan Pelaporan 1430 9

645 | Kepala Pusat Diklat Tenaga Administrasi 3355 15

646 Kepa}a Bidang Perencanaan Pendidikan dan 2090 11
Pelatihan

647 | Kepala Subbidang Perencanaan dan Anggaran 1430 9

648 | Kepala Subbidang Pengembangan Sistem dan| 1430 9
Kurikulum

649 | Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan 2090 11
Pelatihan

650 | Kepala Subbidang Diklat Struktural dan Fungsional 1430

651 | Kepala Subbidang Diklat Teknis Administrasi dan| 1430
Prajabatan
Kepala Bidang Pelayanan Administrasi, Evaluasi,| 2090 11

652 oo
Pelaporan Hasil Litbang

653 | Kepala Pusat Diklat Tenaga Teknis Pendidikan dan| 33955 15
Keagamaan

654 | Kepala Bidang Perencanaan Diklat 2090 11

655 | Kepala Subbidang Perencanaan dan Anggaran 1430 9
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656 Kepala Subbidang Pengembangan Sistem dan| 1430 9
Kurikulum

657 | Kepala Bidang Penyelenggaraan Diklat 2090 11

658 | Kepala Subbidang Diklat Pendidik dan Tenaga| 1430 9
Kependidikan

659 Kepala Subbidang Diklat Tenaga Pelayanan 1430 9
Keagamaan

660 | Kepala Bidang Pelayanan Administrasi, Evaluasi, 2090 11
Pelaporan Hasil Litbang

661 | Staf Ahli Bidang Kehidupan Beragama 3790 16

662 | Staf Ahli Bidang Kerukunan Umat Beragama 3790 16

663 | Staf Ahli Bidang Lembaga Sosial Keagamaan 3790 16

664 | Staf Ahli Bidang Pendidikan 3790 16

665 | Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia 3790 16

666 | Staf Khusus Menteri 3262 15

2. Ketentuan dalam Lampiran V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

No Nama Jabatan Jabatan | Jabatan
(1) (2) (3) (4)
LAJNAH PENTASHIHAN MUSHAF ALQURAN
Kepala Lajnah 2830 14
Kepala Bidang Pentashihan Mushaf Alquran 2140 12
Kepala Seksi Pentashihan 1430 9
4 E;}i?;eslhihaieksi Pembinaan dan Pengawasan 1430 9
5 | Kepala Bidang Pengkajian Alquran 2090 11
6 | Kepala Seksi Pengembangan dan Pengkajian Alquran 1430 9
7 | Kepala Seksi Sosialisasi dan Penerbitan 1430 9
8 | Kepala Bidang Bayt Alquran dan Dokumentasi 2090 11
9 | Kepala Seksi Koleksi dan Pameran 1430 9
10 | Kepala Seksi Dokumentasi dan Kepustakaan 1430 9
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11 | Kepala Subbagian Tata Usaha 1430 9

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN

1 | Kepala Balai Diklat Keagamaan 2415 13
2 | Kepala Subbagian Tata Usaha 1430 9
3 | Kepala Seksi Diklat Administrasi 1430 9
4 | Kepala Seksi Diklat Teknis Keagamaan 1430 7

BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA

1 | Kepala Balai Litbang Agama 2415 13
2 | Kepala Subbagian Tata Usaha 1430 9
3 | Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan 1165 8
4 Egg:éz Wa;:;_lsan Organisasi, Tatalaksana, dan 1165 8
5 | Kepala Urusan Umum 1165 8
KANTOR URUSAN HAJI
1 | Kepala Kantor Urusan Haji 2665 13
2 | Kepala Subbagian Tata Usaha 1430 9
3 | Kepala Seksi Pelayanan di Jeddah 1430 9
3 | Kepala Seksi Pelayanan di Madinah 1430 9
4 | Kepala Seksi Pelayanan di Mekah 1430 9
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
1 | Kepala Kantor Non-fungsional Penghulu 1165 8
ASRAMA HAJI EMBARKASI
1 | Kepala Asrama Haji Embarkasi 1765 10
2 | Kepala Subbagian Administrasi dan Keuangan 1295 8
3 | Kepala Seksi Pelayanan Asrama 1295 8
4 | Kepala Seksi Kerja Sama 1295 8
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MADRASAH ALIYAH NEGERI

1 | Kepala Urusan Tata Usaha 7
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI

1 | Kepala Urusan Tata Usaha 7
UNIT PENCETAKAN ALQURAN

1 | Kepala Subbagian Tata Usaha 1430 9

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,

memerintahkan pengundangan
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Republik Indonesia.
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